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LURAH TAMANTIRTO
PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO

NOMOR 05 TAHUN 2023
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN TAMANTIRTO PADA
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN TAMAN KARYA MANUNGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TAMANTIRTO,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan
Usaha Milik Kalurahan Tamantirto, perlu mengatur
Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Tamantirto
pada Badan Usaha Milik Kalurahan Tamantirto dengan
menuangkan dalam Peraturan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara

Mengingat S B

Republik Ind_onesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5339);
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6.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang [Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indoneaia Tabhun 2014
Nomor 7, Tambahan lLembaran  Negara  FPepuhlik
Indonesia Nomor 54095),

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan menjadi
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembar-an
Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Di Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
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Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Deaa (Herita Nepara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik  Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan  Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611),

Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan
Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan
Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik
Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3);

Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun

2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor S Tahun
2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun

2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor

8);
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

7 Peratutan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun

2000 tentang Penvelenpggaranan Badan  Uaaha  Milik
Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2022 Nomor b}

Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang
Kewenangan  Kalurahan  (Berita  Daerah  Kabupaten
Bantul Tahun 2020 Nomor 86),

Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Pedoman  Tekhnis  Penyusunan  Produk  Hukum
Kalurahan (Berita Dacrah Kabupaten Bantul Tahun 2020
Nomor 87);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134
Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2020 Nomor 128);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

Peraturan Desa Tamantirto Nomor 03 Tahun 2019
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tamantirto Tahun  2018-2024 (Lembaran Desa
Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019);

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 08 Tahun 2020
Tentang Kewenangan Kalurahan Tamantirto (Lembaran
Kalurahan Tamantirto Nomor 16);

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 09 Tahun 2020
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto
Nomor 17):

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2023
Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran
Kalurahan Tamantirto Nomor 03);

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 04 Tahun 2023
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tamantirto Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan

Tamantirto Nomor 04 ),
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Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO
dan

LURAH TAMANTIRTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KALURAHAN TAMANTIRTO PADA BADAN USAHA
MILIK KALURAHAN TAMANTIRTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang
merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan
Pemerintahan, Kkepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

2. Kalurahan adalah Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan

Kabupaten Bantul.
3. Lurah adalah Lurah Tamantirto Kapanewon Kasihan Kabupaten

Bantul.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan

5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut
Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan
yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan
keterwakilan wilayah dan wakil perempuan yang ditetapkan secara

demokratis.
6. Bamuskal adalah Bamuskal Kalurahan Tamantirto.
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Musyawarah  Kalurahan  adalah musyawarah  antara Badan
pPermusvawaratan  Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan  unsur
masyvarakat vang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyvepakati
hal vang bersifat strategis.

Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan
dan  Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang
dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan
vang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah.

Badan Usaha Milik Kalurahan adalah sebutan Badan Usaha Milik
Desa di Daerah Istimewa Yogyvakarta yang selanjutnya disebut BUM
Kalurahan adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan guna
mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan
produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan
jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat kalurahan.

Usaha BUMKal adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau
pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Kalurahan
Kekayaan Kalurahan yang dipisahkan adalah kekayaan Kalurahan
vang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan
modal Pemerintah Kalurahan pada BUMKal.

Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan adalah pengalihan kekayaan
yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUMKal.

Usaha Kalurahan adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi
desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok,
perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya
disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah

Kalurahan.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

BAB I
PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan  Peraturan  Kalurahan ini  ditetapkan  Penyertaan  Modal

Pemerintah Kalurahan Tamantirto pada Badan Usaha Milik Kalurahan

Tamantirto

BAB 11
TUJUAN
Pasal 3

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Tamantirto sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa
peningkatan perekonomian Kalurahan dan peningkatan Pendapatan

Asli Kalurahan.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Tamantirto dilaksanakan
berdasarkan  prinsip ekonomi perusahaan dengan @ tetap

memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV
BESARAN DAN SUMBER DANA
Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Tamantirto pada

Badan Usaha Milik Kalurahan Tamantirto sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 adalah sebesar :

1. Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) pada tahun
anggaran 2023,
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Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber

dari APB Kalurahan Perubahan Tahun Anggaran 2023.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Tamantirto.

Ditetapkan di Tamantirto

Diundangkan di Tamantirto

Pada}nggag7 Oktober 2023

LEMBARAN KALURAHAN TAMANTIRTO TAHUN 2023NOMOR 05
NOREG PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO, KAPANEWON KASIHAN,
KABUPATEN BANTUL (14/Tamantirto/2023)

Salinan_sesuai aglinya
ik, Tampdntirto
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PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KASIHAN
0(770_/)!7,000,!{)) ’4’{(}1‘({1{}1?{!/]}!{%

JI Madukismo No 252 Tintonirmolo, Kasihan, Bantul Kode Pos 55181
Telepon | 0274-377597 Fax 0274-411275
Email kec kashan(@bantulkab go id Website https /ikec-kasihan bantulkab go

————

Bantul, 13 Oklober 2023
Kepada

Nomor . B/400.10.2.2/00094 Yth. Lurah Tamantirto

Sifat . Biasa di-

Lampiran : - Kasihan

Hal ¢ Noreg Raperkal Tamantirto

ttg Penyertaan Modal Bumkal
Menindaklanjuti  surat Kalurahan ~ Tamantirto  Nomor

B/400.10.2.2/00187 tanggal 29 September 2023 perihal Permohonan
Register Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto bahwa berdasar
Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 pasal 17,
ayat (2) Lurah mengajukan nomor register rancangan Peraturan
Lurah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada
Panewu sebelum ditetapkan menjadi Peraturan
Kalurahan
Sehuhungan dengan hal tersebut, dengan ini kami memberikan
Nomor Register Peraturan Kalurahan Tamantirto Rancangan Peraturan
Kalurahan Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Tamantirto
pada Badan Usaha Milik Kalurahan Taman Karya Manunggal, yaitu :

14/Tamantirto/2023

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Panewu Kasihan,

SUBARTA, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I, [V/b

NIP. 196609271986081001

Tembusan Dikirimkan Kepada Yth.:
1. Bamuskal Tamantirto

o Pauat Havat (1) UUITE 11/2008.
“nfsimesi Ciertrank danfatau Dokumen Elektronik danfatau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
« Dvivumen o teah dlandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSTE,
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PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KASIHAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN TAMANTIRTO

/

9) a/
Jemaa .m‘czgﬁn 'nasn’%l‘.nz mamaag o fnz 'ngmm(a(li‘ M’{,‘(i asn

gyf
JI. Kasihan-Bibis No 01 Telp 0274-370201 Kode Pos 55183

Website: tamantirto.bantulkab.qgo.id, e-mail: desa.tamantirto@bantulkab.go.id

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO
NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN TAMANTIRTO PADA BADAN
USAHA MILIK KALURAHAN TAMANTIRTO
TAHUN ANGGARAN 2023

MENJADI PERATURAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan
Usaha Milik Kalurahan Tamantirto, perlu mengatur
Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Tamantirto pada
Badan Usaha Milik Kalurahan Tamantirto dengan
menuangkan dalam Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);
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0.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5»3()\"\];

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan HBelanja
Negara Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa  Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 168,
Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558) scbagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara RI Tahun 2016 No. 57);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan menjadi Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);
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Peraturan Pemenntah Nomor 11 Tahun 2021 teptang
Badan Usaha Mihk Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesir Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembar-an
Negara Republik Indonesia Nomor 6623),

Peraturan Menteny Dalam Negeri Nomor 11T Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Herita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091),

Peraturan Mentenn Dalam Negent Nomor 114 Tahun 2014
tentang  Pedoman  Pembangunan  Desa  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan,
Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang
Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha
Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 3);

Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019
tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020
tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2020 Nomor §);

Peraturan Dacrah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020
tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran
Daecrah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
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26.

27.

Peraturan Daerah Kab
ae abupaten Banty] N
tentang Penyclcngg a Milc Katorapar

araan Badan Usaha Milik Kalurahan
gﬁ:mbaran Dacrah Kabupaten Banty] Tahun 2022 Nomor

ieraturan Bupati Banty) Nomor 87 Tahun 2020 tentang
¢doman Tekhnis Penyusunan produk Hukum Kalurahan
(Berita Daerah Kabupaten Banty] Tahun 2020 Nomor 87);

Peraturan Bupati Banty] Nomor 128 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atag Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun
2019  tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2020 Nomor 128);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang

Pengelolaan Keuangan  Kalurahan (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59)

Peraturan Desa Tamantirto Nomor 03 Tahun 2019 Tentang
Rencana Pembangunan J angka Menengah Desa Tamantirto

Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tamantirto Nomor 3
Tahun 2019);

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 08 Tahun 2020

Tentang Kewenangan Kalurahan Tamantirto (Lembaran
Kalurahan Tamantirto Nomor 16);

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 09 Tahun 2020
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto
Nomor 17).
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
TAMANTIRTO TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KALURAHAN TAMANTIRTO PADA BADAN USAHA MILIK
KALURAHAN TAMANTIRTO TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI
PERATURAN KALURAHAN.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Tamantirto Pada
Badan Usaha Milik Kalurahan Tamantirto Tahun Anggaran
2023 Menjadi Peraturan Kalurahan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan
ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan : di Tamantirto

Pada tanggal : 27 September 2023

Badan Permusyawaratan Kalurahan Tamantirto
Ketua

%,
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KESEPAKATAN BERSAMA

Pada han i Rabu, Tanggal Dua Puluh Tujuh, Bulan September, Tahun Dua Ribu
pua Puluh Tiga yang bertandatangan dibawah ini :
1. Nama : Suranto

Jabatan  : Ketua Bamuskal Kalurahan Tamantirto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan

Kalurahan Tamantirto, sclanjutnya discbut PIHAK KESATU.

Nama : Wisnu Ardi

t

Jabatan : Lurah Tamantirto
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan

Tamantirto selanjutnya discbut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan

Kalurahan Tamantirto tentang :

1. Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto Tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Kalurahan Tamantirto Pada Badan Usaha Milik Kalurahan
Tamantirto Tahun Anggaran 2023 Menjadi Peraturan Kalurahan.

2. Kepada Pemerintah Kalurahan untuk segera memohonkan Evaluasi
Peraturan Kalurahan Kepada Kapanewon Kasihan.

3. Setelah Mendapatkan Evaluasi untuk segera Menetapkan Peraturan
Kalurahan tentang Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan

Tamantirto Pada Badan Usaha Milik Kalurahan Tamantirto Tahun

Anggaran 2023.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan

sebagaiamana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
LURAH TAMANTIRTO KETUA BAMUSKAL
~
'
2\ A J
S WISNU ARDI . SURANTO
.
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